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ABSTRAK 

Nama : Syarwan Hamid 

NIM : 11641102061 

Judul : Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam 

Mengurangi  Permukiman Kumuh Di Kelurahan Rintis Kecamatan 

Lima Puluh Kota Pekanbaru 

Penelitian ini dilatar belakangi dari Implementasi Program Kota Tanpa 

Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh. Program 

KOTAKU berlandaskan dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 

mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui 

penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas 

permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru 

dan penghidupan yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini menggunakan teori 

Implementasi George Charles Edward III Ada 4 (empat) variable yang sangat 

menetukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu: Komunikasi, 

Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Permasalahan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Implementasi Program Kota 

Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rintis. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam 

Mengurangi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh 

Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Jumlah 

informan dalam penelitian ini adalah berjumlah enam orang diantaranya, 

Koordinator KOTAKU Kota Pekanbaru, Fasilitator Kelurahan Rintis, KSM 

kelurahan Rintis dan ketua RW 01, RW 02, RW 03. Berdasarkan hasil penelitian 

yang peneliti lakukan terhadap Program Kotaku Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang 

dilaksanakan di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru bahwa 

pelaksanaan Program KOTAKU telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. 

Komuni komunikasi antara fasilator KOTAKU dengan masyarakat terjalin dengan 

baik, baik itu dari kegiatan sosialisasi dengan masyarakat, sumberdaya yang 

memadai serta dukungan dari masyarakat dalam pengimplementasian program 

KOTAKU dan struktur birokrasi yang sesuai dengan acuan yang sudah 

ditetapkan. 

Kata kunci: Implementasi, Permukiman Kumuh dan Program KOTAKU  
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ABSTRACT 

Name  : Syarwan Hamid 

SIN : 11641102061 

Title  : Implementation of the City Without Slums Program (KOTAKU) in 

Reducing Slums in Rintis Village, Fifty City District, Pekanbaru City 

The background of this research is the Implementation of the City Without 

Slums Program (KOTAKU) in Reducing Slums. The KOTAKU program, based on 

Presidential Regulation Number 2 of 2015 concerning the 2015-2019 national 

medium-term development plan, mandates the development and development of 

urban areas through handling the quality of the residential environment, namely 

improving the quality of slums, preventing the growth of new slums and 

developing sustainable livelihoods. In this study, George Charles Edward III's 

Implementation theory was used. There are 4 (four) variables that greatly 

determine the success of a policy implementation, namely: Communication, 

Resources, Disposition, Bureaucratic Structure. The problem of this research is to 

find out how far the Implementation of the City Without Slums Program 

(KOTAKU) in Rintis Village is. The purpose of this research is to find out the 

Implementation of the City Without Slums Program (KOTAKU) in Reducing 

Slums in Rintis Village, Lima Puluh District, Pekanbaru City. The method used in 

this study is qualitative with data collection techniques of observation, interviews, 

documentation. The number of informants in this study amounted to six people 

including the Pekanbaru City KOTAKU Coordinator, the Rintis Village 

Facilitator, Rintis village KSM and the heads of RW 01, RW 02, RW 03. Based on 

the results of research conducted by researchers on the Kotaku Without Slum 

Program (KOTAKU) which was implemented in the Rintis Sub-District, Lima 

Puluh District, Pekanbaru City that the implementation of the KOTAKU Program 

has proceeded as planned. Communication communion between KOTAKU 

facilitators and the community is well established, both from socialization 

activities with the community, adequate resources and support from the 

community in implementing the KOTAKU program and bureaucratic structures 

that are in accordance with predetermined references. 

Keywords: Implementation, Slums and KOTAKU Program 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama 

pembangunan perkotaan yang cukup menjadi polemik, karena upaya 

pembangunan yang sebenarnya dari waktu kewaktu sudah dilakukan 

berbanding lurus dengan terus berkembangnya kawasan permukiman kumuh 

dan munculnya kawasan kumuh-kumuh baru. Secara khusus dampak 

permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap 

masyarakat dan memeberikan citra negative akan ketidakberdayaan dan 

ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan standar minimal 

pada masyarakat luas. 

Permasalah permukiman kumuh sampai saat ini masih menjadi masalah 

utama yang dihadapi masyarakat perkotaan di Indonesia. Salah satunya 

pemicu timbulnya permukiman kumuh terjadi akibat lajunya pertumbuhan 

penduduk yang tinggi, baik itu melalui proses kelahiran maupun proses 

urbanisasi. Permukiman kumuh merupakan salah satu persoalan yang terjadi 

dilingkungan hidup masyarakat, karena lingkungan masyarakat merupakan 

salah satu sumber penghidupan manusia. Oleh karena itu setiap aspek 

kegiatan manusia harus menjaga lingkungan. Pemenuhan akan kebutuhan 

sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak 

sepenuhnya dapat disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu 

sendiri. Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni 

antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang, 

rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan. Kualitas umum lingkungan 

rendah dan tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai, 

membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghuninya. 

Program KOTAKU berlandaskan dari Peraturan Presiden Nomor 2 

Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 

2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan 

perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu 
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peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya 

permukiman kumuh baru dan penghidupan yang berkelanjutan. Oleh karena 

itu sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJM 2015-2019 kota 

tanpa kumuh tahun 2019, Direktorat Jendral Cipta Karya mencetuskan 

pembangunan platform kolaborasi memalui program Kota Tanpa Kumuh 

(KOTAKU). Target yang tertuang dalam RPJM 2015-2019 yang 

dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya diantaranya: 

a. Menciptakan lingkungan yang memampukan (enabling environment) 

b. Meningkatkan kualitas permukiman kumuh 

c. Mencegah terbentuknya kumuh baru 

Upaya dalam mewujudkan permukiman bebas kumuh pada dasarnya 

dilakukan dengan empat komponen intervensi, yaitu: 

a. Pembangunan fisik dan lingkungan, seperti merelokasikan daerah kumuh 

menjadi rusanawa, peningkatan akses sanitasi dan air bersih. 

b. Capacity Building masyarakat dalam pembinaan pengelolaan sarana dan 

prasarana permukiman, sanitasi dan air bersih. 

c. Pembangunan ekonomi dalam konteks meningkatkan kesejahteraan dan 

ekonomi masyarakat yang tinggal dikawasan kumuh agar dapat bebas dari 

kemiskinan 

d. Pembangunan sosial budaya masyarakat yang diarahkan agar masyarakat 

memiliki aksesa pendidikan dan kesehatan yang terjamin, serta perubahan 

perilaku masyarakat untuk sadar dalam mewujudkan perilaku hidup bersih 

dan sehat dalam lingkungan. 

Penanganan permukiman kumuh tidak dapat dilaksanakan secara 

sepihak, tetapi secara sinergis melibatkan potensi dan eksistensi dari seluruh 

pihak yang berkepentingan, diantaranya pemerintah maupun masyarakat baik 

pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan 

Kelurahan/Desa. Sedangkan dari pihak masyarakat itu sendiri selaku 

penerima manfaat serta para pelaku, mulai dari perencanaan, pengambilan 

keputusan, pekerjaan, dan pengawasa. Dengan pendekatan ini dapat 

memberikan sebuah kesempatan bagi masyarakat kalangan bawah untuk ikut 
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berpartisipasi dalam menyelesaikan sebuah problem yang ada dimasyarakat 

dengan menggunakan cara-cara yang cocok dengan kondisi mereka. 

Kota pekanbaru merupakan salah satu Kota di Provinsi Riau yang 

memiliki lokasi kawasan permukiman kumuh melalui penetapan surat 

keputusan Walikota Nomor: 189 Tahun 2014 tentang penetapan lokasi 

perumahan dan permukiman kumuh dikota pekanbaru dengan Delineasi 

124,81 Ha. Kemudian dilakukan Verivikasi pada tahun 2016 dan dilakukan 

perubahan surat keputusan Walikota Nomor:151 Tahun 2016 tentang 

perubahan atas keputusan Walikota Pekanbaru Nomor:189 Tahun 2014 

tentang penetapan lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota 

Pekanbaru dengan Deliniasi 113,56 Ha. 

Salah satu Kelurahan di Kota Pekanbaru yang termasuk dalam Deliniasi 

Kawasan Permukiman Kumuh adalah Kelurahan Rintis dengan luas kawasan 

Deliniasi 9,70 Ha.
1
 Hasil survey awal dengan mewawancarai salah satu warga 

Kelurahan Rintis mengatakan semenjak adanya Program KOTAKU sangat 

membantu masyarakat, karena dengan adanya Program KOTAKU dapat 

mengurangi kawasan permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Rintis, 

namun tidak semuanya karena bantuan yang tidak didapatkan dalam setiap 

tahun. Akan tetapi setidaknya sudah memberikan kontribusi terhadapa 

lingkungan masyarakat yang terdapat kawasan permukiman kumuh sehingga 

masyarakat bisa merasakan lingkungan yang bersih, nyaman dan bebas dari 

permukiman yang kumuh.  

Berdasarkan  data baseline Kelurahan Rintis terdapat kritetia bangunan 

fisik dan besaran parameter kumuh diantaranya seperti aksesibilitas 

lingkungan dengan parameter 17% kawasan permukiman tidak terlayani 

jaringan jalan lingkungan yang minimum, dan 35% kondisi jaringan jalan 

pada kawasan permukiman tidak memiliki kualitas minimum yang memadai. 

Sedangkan pembangunan drainase lingkungan 20,92 Ha kawasan 

permukiman yang tidak terjadi genangan air/banjir dengan 30% kondisi 

                                                             
1
 Perencanaan Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP), LKM Tunas Rias Mandiri 

Kelurahan Rintis (2016-2021) hlm 4 
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jaringan drainase dilokasi permukiman tidak memiliki kualitas minimum. 

Dan pelayanan air minum dengan parameter 39% masyarakat tidak terlayani 

sarana air minum untuk diminum, mandi, dan mencuci. Dan hanya terdapat 

12% masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, dan mencuci. 

Sedangkan pengeloaan air limbah terdapat 2% masyarakat tidak memiliki 

akses jamban keluarga dan jamban bersama, dan 15% jamban keluarga dan 

jamban bersama tidak sesuai persyaratan teknis tidak memiliki kloset leher 

angsa yang terhubung dengan septictank. Dan pengelolaan persampahan yang 

tidak terangkut ke Tempat Pembuangan Sampah 2 kali dalam seminggu. 

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan kegiatan atau 

program yang dilaksanakan untuk menargetkan 100% pelayanan air minum, 

0% kawasan kumuh 100% sanitasi layak yang lebih di kenal dengan 100-0-

100. Target yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yang di laksanakan oleh  

Direktorat Jendral Cipta Karya. Untuk Mewujudkan gerakan 100-0-100 

tersebut bukanlah hal yang mudah, perlu upaya yang keras dan kolaborasi 

semua pihak yaitu pemerintah kota, masyarakat swasta dan kelompok peduli 

lain. 

Dari latar belakang diatas, maka penulis ingin mengetahui pelaksanaan 

program KOTAKU dengan penelitian yang berjudul “Implementasi 

Program Kotak Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi 

Permukiman Kumuh di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota 

Pekanbaru” 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk memberikan gambaran yang jelas serta menghindari kesalah 

pahaman dan penafsiran yang berbeda-beda dalam Skripsi ini yang berjudul: 

Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi 

Pemukiman Kumuh di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota 

Pekabaru, maka penulis memberi penegasan istilah sebagai berikut: 

1. Implementasi 
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Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) 

diartikan dengan penerapan kemampuan menggunakan materi kedalam 

situasi kongkrit. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas dan tindakan 

dari pelaksanaan sebuah program ataupun kebijakan secara bersungguh-

sungguh berdasarkan acuan dan pedoman tertentu untuk mencapai tujuan 

dari kegiatan program tersebut, akan tetapi implementasi merupakan suatu 

kegiatan yang terencana dan dilakukan secara bersungguh-sungguh 

berdasarkan acuan dan pedoman tertentu.
2
 

implementasi kebijakan public dengan “Direct and Indirect Impact 

on Implementation”. Ada 4 (empat) variable yang sangat menetukan 

keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu: 

1. Komunikasi 

2. Sumberdaya 

3. Disposisi 

4. Struktur Birokrasi  

2. Program KOTAKU 

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan kegiatan atau 

program yang dilaksanakan untuk menargetkan 100% pelayanan air 

minum, 0% kawasan kumuh 100% sanitasi layak yang lebih di kenal 

dengan 100-0-100. Target yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yang di 

laksanakan oleh  Direktorat Jendral Cipta Karya. Untuk Mewujudkan 

gerakan 100-0-100 tersebut bukanlah hal yang mudah, perlu upaya yang 

keras dan kolaborasi semua pihak yaitu pemerintah kota, masyarakat 

swasta dan kelompok peduli lain. Salah satu tujuan Rencana  

Pembangunan jangka Panjang Nasional adalah terpenuhinya  kebutuhan   

hunian  yang  dilengkapi  dengan  prasarana  dan  sarana pendukung  bagi  

seluruh masyarakat  yang  didukung   oleh   sistem     pembiayaan 

perumahan  jangka    panjang   dan   berkelanjutan, efisien dan  akuntabel  

sehingga terwujud  kota  tanpa  pemukiman  kumuh. 

                                                             
2
 Drs. Peter Salim & Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontenporer, (Jakarta: Modern 

English, 2002) hlm.193  
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3. Permukiman Kumuh 

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni 

dengan indikator aksesibilitas jalan lingkungan, aksesibilitas drainase, 

pelayanan persampahan, pelayanan air bersih, dan pelayanan air limbah 

yang tidak memenuhi syarat. 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih berfokus dan tidak meluas dari pembahasan 

hasil penelitian ini, maka skripsi ini memberikan batasan ruang lingkup 

penelitian kepada Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)  

Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh di Kelurahan Rintis yang 

terimplementasi pada tahun 2019  

 

D. Identifikasi Masalah 

1. Sejauh mana Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 

dalam mengurangi permukiman kumuh. 

2. Apa faktro pendukung dan penghambat Implementasi Program Kota 

Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam mengurangi permukiman kumuh. 

 

E. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

Bagaimana Implementasi Proram Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 

Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh di Kelurahan Rintis Kecamatan 

Lima Puluh Kota Pekanbaru. 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuna Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi 

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi 
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Permukiman Kumuh di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota 

Pekanbaru  

2. Manfaat Penelitian  

a. Akademis  

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial 

Islam di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa menambah dan 

meningkatkan pemehaman serta wawasan penulis dan juga para 

pembaca tentang Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh 

(KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh di Kelurahan 

Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematikan penulisan dalam penelitian ini disusun secara berurutan 

yang terdiri dari: 

BAB I :PENDAHULUAN 

 Berisikan mengenai latar belakang masalah, penegasan 

istilah, batasan masalaha identifkasi masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 
 

BAB II :KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 Berisikan mengenai landasan teori penelitian, penelitian 

terdahulu yang sejenis, dan kerangka piker dalam 

penelitian. 

BAB III :METODE PENELITIAN 
 

 Berisikan tentang lokasi penelitian, subjek dan objek 

penelitian, sumber data, informasi penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data. 
 

BAB IV :GAMBARAN UMUM PENELITIAN 
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  Berisikan tentang profil penelitian 
 

BAB V :HASIL PENELITIAN 

  Berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 
 

BAB VI :PENUTUP 

  Terdiri dari Kesimpulan dan Saran 

  DAFTAR PUSTAKA 

  LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Teori 

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi yang saling berkaitan 

dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu 

fenomena, gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara 

variabel yang satu dengan variabel yang lainya dengna tujuan untuk 

menjelaskan fenomena tersebut, ada beberapa teori yang menjadi acuan 

terhadap permasalah yang ada. 

1. Implementasi  

a. Definisi Implementasi 

Pada dasarnya implementasi merupakan sebuah program dan 

kebijakan dari pemerintah maupun sektor swasta yang harus 

dilaksanakan dan diterapkan seutuhnya dilapangna, namun jika terdapat 

penyimpangan-penyimpangna yang terjadi dilapangan saat pelaksanaan 

dari program dan kebijakan tersebut akan terjadi kesia-siaan dari 

rancangan dan akhirnya menimbulkan permasalahan. Berikut beberapa 

pendapat para ahli mengenai pengertian implementasi. 

Hanifah Harsono berpendapat bahwa implementasi adalah suatu 

proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari 

politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam 

rangka menyempurnakan suatu program.
3
 

Sedangkan Guntur Setiawan berpendapat bahwa implementasi 

adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi 

antara tujuan dan tindakan untuk mencapai pelaksanaan yang efektif.
4
 

Menurut Wahab implementasi program tidak hanya sekedar 

bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan 

polotik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi 

                                                             
3
 Harsono, Hanifah, Implementasi Kebijakan dan Politik, (Jakarta: Gravindo Jaya, 2002). 

hlm. 67  
4
 Seriawan, Guntur, Implementasi Kebijakan Dalam Birokrasi Pembangunan, (Bandung: 

Pt. Remaja Rosdakarya, 2004). hlm. 39 
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melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan 

dari siapa dan memperoleh apa dari suatu program. Dalam 

implementasi yang dibatalkan oleh banyak organisasi pemerintah 

sebenarnya dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu: 

1. Pemprakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (the center atau pusat). 

2. Pejabat-pekabat pelaksana dilapangan (the periphery). 

3. Aktor-aktor perorangan diluar badan-badan pemerintah kepada siapa 

program-program itu diwujudkan yaitu kelompok-kelompok 

sasaran.
5
 

Menurut Ripley dan Franklin ada dua hal yang menjadi fokus 

perhatian dalam implementasi, yaitu compliance (kepatuhan) dan 

what’s happening (apa yang tejadi). Kepatuhan menunjuk kepada 

apakah para implementor patuh terhadap prosedur atau standar aturan 

yang telah ditetapkan. Sementara untuk what’s happening” 

mempertanyakan bagaimana proses implementasi itu dilakukan, 

hambatan apa yang muncul, apa yang berhasil dicapai, mengapa dan 

sebagainya. 

Jadi implementasi program tidak hanya terbatas pada tindakan 

atau prilaku unit birokrasi untuk bertanggung jawab dalam 

melaksanakan program, tetapi lebih dari itu jaringan sosial politik dan 

ekonomi yang berpengaruh pada semua pihak yang terlibat dan 

akhirnya terdapat suatu dampak yang tidak diharapkan. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa 

implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan 

secara bersunguh-sungguh berdasarkan acuan dan pedoman norma 

tertentu untuk mencapai tujuan dari kegaitan program tersebut. 

b. Model- Model Implementasi 

1. Model Van Metter dan Van Horn 

                                                             
5
 Wahab, Abdul, Analisis Kebijakan Dari Formula Ke Implementasi Kebijakan Negara 

(Jakarta: Bumi Aksara, 1991). hlm. 45   
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Model pendekatan Top-Down yang dirumuskan oleh Donald 

Van Metter dan Carl Van Horn yang disebut dengan “A Model Of 

The Policy Implementasi”. Proses implementasi ini merupakan 

sebuah abstraksi atau performasi suatu implementasi kebijakan yang 

secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi 

kebijakan publik yang tinggi.  Ada 6 (enam) variable menurut Van 

Metter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik 

yaitu:
6
 

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat 

keberhasilanya jika kebijakan tersebut realistis dengan sosiokultur 

yang ada di level pelaksanaan kebijakan. ketika ukuran kebijakan 

atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan dilevel 

warga, maka tidak sulit merealisasikan kebijakan publik hingga 

dapat dikatan berhasil. 

b. Sumber Daya 

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat 

tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang 

tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam 

menentukan keberhasilan proses implementasi. Sumber daya lain 

yang perlu diperhatikan yaitu sumber daya finansial dan sumber 

daya waktu. 

Ketika SDM yang berkompeten dan capable telah tersedia 

sedangkan anggaran dana tidak tersedia maka akan sulit untuk 

merealisasikan tujuan kebijakan publik. Begitu juga saat SDM 

giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik tetapi 

terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini 

pun dapat menjadi faktor ketidakberhasilan implementasi 

kebijakan. 

c. Karakteristik Agen Pelaksanaan 

                                                             
6
 Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta), hlm. 142  
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Pusat perhatian pada agen pelaksanaan meliputi organisasi 

formal maupun organisasi informal yang akan terlibat dalam 

pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat dipengaruhi 

oleh ciri-ciri yang dapat serta cocok dengn para agen 

pelaksanaannya. 

Cakupan atau luasan wilayah implentasi kebijakan juga 

perlu diperhitungkan ketika hendak menentukan agen 

pelaksanaan karena semakin luas cakupan implementasi 

kebijakannya maka semakin besar peluang agen yang dilibatkan. 

d. Sikap/Kecendrungan (disposition) Pelaksanaan 

Seikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksanaan 

sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi 

kebijakan publik. Hal ini terjadi karena kebijakan yang 

dilaksanakan bukan hasil dari formulasi warga setempat yang 

mengenal betul persoalan dan permasalahan yang sedang mereka 

rasakan, tetapi kebijakan yang akan diimplementor atau 

dilaksanakan adalah kebijkan dari atas “Top-Down” yang sangat 

mungkin para pengambil keputusan tidak pernah mengetahui 

kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin 

selesaikan. 

e. Komunikasi Antara Organisasi dan Aktivitas Pelaksaan 

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam 

implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi 

komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses 

implementasi, maka sangat kecil kemungkinan akan terjadi 

kesalahan, begitu pula sebaliknya. 

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik 

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak 

kondusif dapat menjadi faktor kegagalan kinerja implementasi 

kebijakan, karena itu upaya untuk mengimplementasikan suatu 
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kebijakan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan 

eksternal. 

 

Gambar 2.1 Model Donal Van Meter dan Carl Van Horn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Model Geogre Charles Edward III 

Edward III merupakan model implementasi kebijakan public 

dengan “Direct and Indirect Impact on Implementation”. Ada 4 

(empat) variable yang sangat menetukan keberhasilan suatu 

implementasi kebijakan yaitu:
7
 

a. Komunikasi  

Komunikasi sangat menentukan pencapaian tujuan dari 

implementasi, informasi yang diperlukan agar para pembuat 

keputusan atau implementor semakin konsisten dalam 

melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam 

masyarakat, terdapat tiga indikator yang digunakan dalam 

mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu: 

1) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat 

menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. 

                                                             
7
 Leo Agustino, Ibid, hlm. 149 
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2) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana 

kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak 

ambigu/mendua). 

3) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu 

komunikasi harus konsisten dan jelas untuk diterapkan atau 

dijalankan. 

b. Sumberdaya 

Sumber daya merupakan hal penting yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan implementasi, indikator sumber daya 

terdiri dari beberapa elemen, yaitu: 

1) Staf, sumberdaya utama dari implementasi kebijakan adalah 

staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi 

kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak 

mencukupi, memadai, ataupun tidak berkompeten 

dibidangnya. 

2) Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi 

mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang 

berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. 

Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan 

disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. 

Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana 

terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah 

ditetapkan. 

3) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal 

agar perintah dapat dilaksanakan. 

4) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam 

inplementasi kebijakan. Implementasi mungkin memiliki staf 

yang mencukupi, mengenai apa yang harus dilakukannya, dan 

memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi 

tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi 

kebijakan tersebut tidak akan berhasil. 
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c. Disposisi 

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah 

faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika 

pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana 

kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan 

tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakanya, 

sehingga tidak terjadinya bias. Hal penting yang harus dicermarti 

pada variabel disposisi adalah: 

1) Pengangkat birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan 

menimbulkan hambatan-hambatan apabila personil yang ada 

tidak melaksanakan kibijakan yang diinginkan oleh pejabat 

tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil 

pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi 

pada kebijakan yang telah ditetapkan. 

2) Insentif, salaha satu teknik yang disarankan untuk mengatasi 

masalah kecendrungan para pelaksana adalah dengan 

memanifulasi insentif. Maka manifulasi insentif oleh para 

pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana 

kebijakan. 

d. Struktur Birokrasi 

Kebijakan yang begitu kompleks menurut adanya kerja 

sama dari banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif 

pada kebijakan yang tersedia maka sumber-sumber yang ada juga 

menjadi tidak efektif dan menghambat jalanya kebijakan. 

Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus dapat mendukung 

kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan 

melakukan koordinasi yang baik. 

Ada 2 (dua) karakteristik menurut Edwerd III yang dapat 

mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah 

yang lebih baik yaitu dengan melakukan Standar Operasional 

Prosedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. 
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1) Standar Operasional Prosedures (SOPs), adalah suatu 

kegiatan rutin yang memungkinkan bagi para pegawai atau 

para pelaksana kebijakan, administrator, birokrat untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan setiap harinya sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. 

2) Fragmentasi, adalah upaya upaya penyebaran tanggung jawab 

kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai yang ada 

diantara beberapa unit kerja. 

 

Gambar 2.2 Model Direct and Indirect Impact On Impementation 

( George Edward III ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Model Merilee S. Grindle 

Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan 

oleh Grindle dikenal dengan “Implementation Political and 

Administratife Process”. Menurut Grindle keberhasilan 

implementasi suatu kebijakan publik diukur dari proses pencapaian 

hasil akhir (outcomes) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin 

diraih. Pengukuran keberhasilan dapat dilihat pada dua hal yaitu: 

a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakan 

pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) 

dengan merujuk pada aksi kebijakan. 

b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan 

melihat dua faktor, yaitu: 

KOMUNIKASI 

STRUKTUR 

BIROKRASI 

SUMBERDAYA 

DISPOSISI 

IMPLEMENTASI 
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1) Infek atau efeknya pada masyarkat secara individu dan 

kelompok. 

2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok 

sasaran dan perubahan yang terjadi.
8
 

Selain itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan public 

juga sangat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu 

sendiri, yang terdiri atas Content of Policy dan Context of Policy. 

a. Conten of Policy, meliputi: 

1) Interest Affected, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi 

implementasi kebijakan, karena implementasi kebijakan 

terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak 

positif yang dihasilkan. 

2) Type of Benefits, yaitu dalam implementasi kebijakan terdapat 

beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif 

yang dihasilkan. 

3) Exten of Change Evision, yaitu seberapa besar perubahan yang 

hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga 

harus mempunyai skala yang jelas. 

4) Site of Decision Making, yaitu letak pengambilan keputusan 

atau dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. 

5) Program Implementor, yaitu implementasi kebijakan atau 

program yang harus didukung oleh adanya pelaksanaan yang 

berkompeten dan capable. 

6) Recources Commited, yaitu sumber daya yang harus 

mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan 

dengan baik. 

b. Context of Policy, meliputi: 

1) Power, Interest and Strategi of Actor Incolced, yaitu 

kekuasaan kepentingan dan strategi dari actor yang terlibat. 

                                                             
8
 Leo Agustino, Ibid, hlm.145 
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2) Institution an Regime Characteristik, yaitu karakteristik 

lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan 

dimana implementasi kebijakan dijalankan. 

3) Compliance and Responsiveness, yaitu sejumlah tingkat 

kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menggapai 

implementasi kebijakan yang dikalukan. 

Pendekatan Bottom-up menurut Grindle yaitu memandang bahwa 

implementasi kebijakan tidak hanya dirumuskan oleh lembaga yang 

tersentrilisasi dari pusat saja, namun berpangkal dari keputusan-

keputusan yang ditetapkan di level warga atau masyarakat yang 

merasakan persoalan atau permasalahan yang mereka alami. 

Pada intinya, pendekatan Bottom-up adalah model implementasi 

kebijakan dimana formulasi kebijakan berada ditingkat warga, sehingga 

mereka dapat lebih memahami dan mampu menganalisis kebijakan-

kebijakan apa yang cocok dengan sumber daya yang tersedia 

didaerahnya sehingga kebijakan tersebut tidak kontra produktif dan 

berhasil dalam implementasi itu sendiri. 

Kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme dan 

sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan 

pembanguna. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada 

pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian 

yang saling terkait, yakni: memecahkan masalah sosial dan memenuhi 

kebutuhan sosial. Secara luas, tujuan-tujuan kebijakan sosial adalah:
9
 

1) Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah-masalah 

sosial yang terjadi dimasyarakat. 

2) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok 

atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-

sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif. 

                                                             
9
 Edi Suharto, Ph.D, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: PT. 

Refika Aditama, 2005). hlm. 111  
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3) Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi 

kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh 

faktor-faktor internal personal maupun eksternal struktural. 

4) Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial ekonomi yang 

kondusif bagi upaya pelaksanaan peran-peran sosial dan 

pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat dan 

martabat kemanusiaan. 

5) Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan sumber-sumber 

kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan 

sosial. 

c. Faktor Keberhasilan dan Penghambat Implementasi 

Proses implementasi tidak hanya menyangkut badan prilaku 

administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program 

dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, menyangkut 

jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak 

langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat dan 

yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang negatif 

maupun yang positif. 

Oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan pada implementasi 

diperlukan kesamaan pandangan atas tujuan yang hendak dicapai dan 

komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan bagi 

pelaksananya. Keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dilihat 

dari terjadinya kesesuain antara pelaksana atau penetapan kebijakan 

dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta 

memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan 

permasalahan yang dihadapi. Asumsi yang dapat dibangun mengenai 

konsep keberhasilan implementasi kebijakan adalah semakin tinggi 

derajat kesesuaiannya maka semakin tinggi pula peluang keberhasilan 

kinerja implementasi kebijakan untuk menghasilkan output yang telah 

digariskan. Menurut Metter dan Horn merumuskan secara sederhana 

bahwa faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi adalah 



20 

  

  
 

faktor dukungan sumber daya, karakteristik, pelaksanaan kebijakan, 

daya tanggap dan kemampuan untuk menyesuaikan diri.  

Menurut Riant Nugroho (2006:179), pada prinsipnya ada empat 

yang harus dipahami dalam hal keefektifan dalam implementasi 

kebijakan yaitu: 

1. Apakah kebijakan tersebut sudah tepat 

Ketepatan kebijakan dinilai dari sisi. Pertama, sejauh mana 

kebijakan yang telah ada memang memecahkan masalah yang 

hendak dipecahkan. Kedua, apakah kebijakan tersebut sudah 

dirumuskan sesuai katakter masalah yang hendak dipecahkan 

mengenai perumusan kebijakan. Ketiga, apakan kebijakan dibuat 

oleh lembaga yang mempunyai wewenang (misi kelembagaan) yang 

sesuai karakter kebijakannya.  

2. Tepat pelaksanaanya 

Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah, namum 

masih ada yang harus ikut serta berperan yaitu masyarakat dan 

swasta. 

3. Tepat target 

Ketepatan target berkenaan pada tiga hal, yaitu: Pertama, 

apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, 

apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain atau tidak 

bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah target 

dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Ketiga, apakah 

intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui 

implementasi kebijakan sebelumnya yang tampak baru namun pada 

prinsipnya mengulang kebijakan lama dengan hasil yang tidak 

efektif dengan kebijakan sebelumnya. 

4. Tepat lingkungan 

Lingkungan kebijakan yaitu lingkungan intraksi antara 

lembaga perumus kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang terdiri 

dari publik opini yaitu persepsi publik dalam implementasi 
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kebijakan, interprective, intuition, yang berkenaan dengan 

interprestasi dan lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, 

seperti media massa, kelompok penekanan, dan kelompok 

kepentingan dalam mengintrepresetasikan kebijakan dan 

implementasi kebijakan. 

 

2. Permukiman Kumuh 

Permukiman merupakan suatu kelompok rumah hunian pada suatu 

area atau wilayah beserta prasarana yang ada didalamnya. Bentuk 

permukiman dapat berupa kelompok rumah, kampung, atau wilayah 

permukiman yang luas. Penataan permukiman dapat dibedakan menjadi 

dua objek penataan, yaitu penataan permukiman lama dan penataan 

permukiman baru. Penataan permukiman lama dilakukan terhadap objek 

yang sudah terbangun, sedangkan penataan permukiman baru dilakukan 

terhadap objek yang akan dibangun.
10

 

Permasalahan utama pada permukiman lama yang perlu ditata adalah 

adanya permukiman kumuh. Permukiman kumuh menunjukkan keadaan 

permukiman padat yang tidak teratur dan tidak dilengkapi dengan 

prasarana yang memadai, terutama jalan dan pembuangan air limbah. 

Permukiman merupakan sebuah kawasan dimana sekelompok orang 

membangun dan bertempat tinggal di kawasan tersebut. Adanya 

permukiman mencerminkan bagaimana sekelompok masyarakat menjalani 

interaksi dengan kelompok sosial lainnya dan lingkungannya.   

Sebagai suatu lokasi permukiman manusia, kota tidak lepas dari 

berbagai masalah yang ada, baik masalah manusia yang berdiam di 

dalamnya, masalah yang timbul dari keadaan fisik kota itu, maupun 

keadaan atau lokasi kota itu. permasalahan kota-kota di dunia telah 

diringkas sebagia berikut:
11

 (1) masalah pencemaran dan sampah; (2) 
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 Komarudin, Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman, (Jakarta: 

Rakasindo, 1997). hlm. 43  
11

 Elly M. Setiadi, Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala 

Permasalahan Sosial (Jakarta: Kencana, 2011). hlm, 853 
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masalah pengangkutan dalam kota; (3) masalah pertumbuhan penduduk 

yang tinggi dan cepat; (4) masalah permukiman yang tidak memenuhi 

persyaratan untuk hidup; dan (5) masalah kemasyarakatan yang timbul 

dikalangan penduduknya (pengangguran, kemiskinan, kejahatan, dan 

hubungan antar kelompok etnis. 

Permukiman kumuh merupakan kawasan yang terabaikan dari 

pembangunan kota dengan kondisi lingkungkungan permukiman yang 

mengalami penurunan kualitas fisik, sosial ekonomi dan sosial budaya 

yang dihuni oleh orang miskin, penduduk yang padat, serta dengan sarana 

dan prasarana yang minim. Banyak faktor yang mempengaruhi keberadaan 

permukiman kumuh, diantaranya urbanisasi, sarana prasarana, ekonomi, 

lahan perkotaan, tata ruang, sosial budaya, status kepemilikan bangunan 

dan lama ditinggal penghuni. 

Permukiman kumuh adalah permukiman rumah dan kondisi hunian 

masyarakat dimana rumah maupun sarana dan prasarana yang tidak sesuai 

dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, sarana air bersih, 

sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka 

serta kelengkapan fasilitas lainya.
12

 

Kumuh merupakan permukiman atau perumahan orang-orang miskin 

yang berpenduduk padat, yang terdapat dipinggir jalan atau lorong-lorong 

yang kotor dan merupakan bagian dari kota. Secara keseluruhan juga bisa 

disebut wilayah percomberan. Menururt UU No. 1 Pasal 1 Tahun 2011 

tentang perumahan dan kawasan permukiman kumuh menyatakan bahwa 

permukiman kumuh adalah permukiman tidak layak huni karena ketidak 

teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas 

bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. 

a. Arah kebijakan dan strategi penangana kumuh 

1. Arah kebijakan 
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 Perencanaan Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP), LKM Tunas Rias Mandiri 

Kelurahan Rintis (2016-2021). hlm.2 
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a. Menciptakan lingkungan yang memampukan (ebabling 

environment). 

b. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh. 

c. Mencegah pembentukan kumuh baru. 

2. Strategi pokok 

a. Menyediakan lahan perumahan untuk MBR. 

b. Fasilitas pembangunan perumahan swadaya. 

c. Menangani permukiman kumuh yang komprehensif dan terpadu 

dengan rencana kota. 

d. Memperluas akses pembiayaan perumahan bagi MBR. 

e. Menyediakan pelayanan dasar yang terpadu dengan system kota. 

b. Komponen penaganan permukiman kumuh 

1. Rusanawa  

2. Air dan sanitasi 

3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat 

4. Pembangunan sosial buday masyarakat 

Permukiman kumuh menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 

terntang perumhana dan kawasan permukiman diantaranya: 

a. Perumahan kumuh adalah yang mengalami penurunan kualitas fungsi 

sebagai tempat hunian.  

b. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena 

ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, 

dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi 

syarat. 

Berdasarkan peraturan Mentri PUPR Nomor 02/PRT/M/2016 

tentang karakteristis kumuh dan permukiman kumuh sebagai berikut:
13

 

a. Merupakan suatu perumahan dan permukiman yang mengalami 

degradasi kualitas. 

                                                             
13

 Surat Edaran Kementrian PUPR No. 02/PRT/M/2016, diaksesa pada tanggal 01 

Desember 2019. 
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b. Kondisi bangunan yang mengalami kepadatan, tidak teratur dan tidak 

memenuhi syarat 

c. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat, (batasan sarana 

dan prasarana ditetapkan dalam lingkup keciptakaryaan), yaitu: 

1) Peningkatan aksesibilitas jalan lingkungan 

2) Peningkatan aksesibilitas drainase lingkungan 

3) Peningkatan pelayanan air bersih 

4) Peningkatan pelayanan air limbah 

5) Peningkatan pelayanan persampahan 

Pada dasarnya suatu permukiman kumuh terdiri dari beberapa aspek 

penting, yaitu tanah/lahan, rumah/perumahan, komunitas, sarana dan 

prasarana dasar, yang terajut dalam suatu sistem sosial, sistem ekonomi 

dan budaya, baik dalama suatu ekosistem lingkungan permukiman kumuh 

itu sendiri maupun ekosistem kota. oleh karena itu permukiman kumuh 

harus senantiasa dipandang secara utuh dan integral dalam dimensi yang 

lebih luas. Beberapa dimensi permukiman kumuh yang harus mendapatkan 

pehatian serius adalah: permasalahan ekonomi dan permasalahan 

lingkungan. 

Sadyohutomo menyatakan bahwa faktor penyebab munculnya 

permukiman kumuh yaitu sebagai berikut.
14

 

1. Pertumbuhan penduduk kota yang tinggi, tidak diimbangi dengan 

tingkat pendapatan yang cukup. Pertumbuhan penduduk kota terdiri 

dari dua sumber. Pertama, karena migrasi masuk, migrasi desa-kota di 

Negara berkembang berlangsung dengan tingkat yang cukup tinggi dan 

dengan tingkat keahlian sumber daya manusia yang rendah, dikarena 

tingkat keahliannya rendah dan tingkat upah rendah. 

2. Pertumbuhan penduduk kota yang tinggi berarti pertumbuhan alami 

penduduk di kota juga masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan 

mayoritas penduduk diperkotaan, terutama yang berasal dari migrasi 
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 Sadyohutomo, Manajemen Kota dan Wilayah Realita dan Tantangan, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2008). hlm 28 
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masuk merupakan penduduk pada usia subur, pertumbuhan penduduk 

alami menimbulkan peningkatan kepadatan hunian rumah dan 

kepadatan bangunan rumah. 

3. Keterlambatan pemerintah kota dalam merencanakan dan membangun 

prasarana (terutama jalan) pada daerah perkembangan permukiman 

baru. Seiring dengan kebutuhan perumahan yang meningkat maka 

masyarakat secara swadaya memecah-mecah bidang tanah dan 

membangun permukiman mereka tanpa didasari perencanaan yang tepat 

dan memadai. 

 

3. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 

Program menurut Arikunto menyatakan sederetan kegiatan yang 

akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu program merupakan 

kegiatan yang direncanakan dan memiliki tujuan tertentu sehingga 

pencapaian keberhasilan tersebut juga dapat diukur. Berdasarkan 

pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa program merupakan 

kumpulan dari kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk 

mengarahkan kepada suatu tujuan tertentu dan dapat dinilai tingkat 

keberhasilan pencapaian kegiatan dalam bentuk program tersebut. 

KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan kegiatan atau program 

yang dilaksanakan untuk menargetkan 100% pelayanan air minum, 0% 

kawasan kumuh, 100% sanitasi layak yang lebih dikenal dengan 100-0-

100. Target yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019 yang dilaksanakan 

oleh Direktorat Jendral Cipta Karya. Untuk mewujudkan gerakan 100-0-

100 tersebut bukanlah hal yang mudah, perlu upaya yang keras dan 

kolaborasi semua pihak yaitu pemerintah kota, masyarakat swasta dan 

kelompok peduli lainya. Salah satu tujuan rencana pembangunan jangka 

panjang nasional adalah terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi 

dengan saran dan prasarana pendukung bagi seluruh masyarkat yang 

didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan 

berkelanjutan, efesien dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa 
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permukiman kumuh.
15

 “Kota layak huni, produktif dan berkelanjutan” 

merupakan tujuan yang akan dicapai melalui program KOTAKU. 

KOTAKU diterjemahkan kedalam dua kegiatan yaitu pencegahan dan 

peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan yang dilakukan 

melalui pendekatan partisipatif. Pendekatan tersebut merupakan 

perencanaan Makro (top-down) dengan perencanaan Mikro (bottom-up). 

Program KOTAKU akan melakukan peningkatan kualitas pengelolaan 

serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru dengan kegiatan-

kegiatan pada Desa/Kelurahan, serta kawasan Kabupaten/Kota. kegiatan 

penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta 

pendampingan sosial ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan 

masyarakat yang lebih baik dilokasi permukiman kumuh. 

Tahap pelaksanaan program KOTAKU adalah pendekatan dengan 

Lembaga masyarakat Desa/Kelurahan seperti, Badan/Lembaga 

Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM). Kemudian melakukan pendataan 

kondisi awal dengan indikator kumuh yang ada di Desa/Kelurahan 

masing-masing. Data tersebut diintegrasikan dengan antara dokumen 

perencanaan masyarakat dan dokumen perencanaan Kabupaten/Kota untuk 

menentukan kegiatan prioritas mengurangi permukiman kumuh dan 

mencegah timbulnya permukiman kumuh baru. Yang nantinya akan 

dilaksanakan, baik oleh masyarakat atau oleh pihak lain yang memiliki 

keahlian dalam pembangunan infrastruktur pada kawasan perkotaan. 

Pelaksanaan pembangunan perkotaan yang baik memerlukan 

sebuah pelaksanaan perancangan kota yang baik. Hal tersebut tersebut 

tidak selalu diakui karena secara politis sering dianggap bahwa 

pelaksanaan perencanaan kota sudah cukup. Memang di dalam 

pelaksanaan tersebut dibutuhkan perencanaan kota secara baik, tetapi 

pelaksanaan proses tersebut yang bersifat absrak sangat perlu didampingi 

oleh perencanaan yang memperhatikan kota secara fisik, yaitu bagaimana 

kota berkembang didalam ruang tiga dimensi dan bagaimana prosesnya 
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serta apa dan siapa yang terlibat secara konkret didalam proses 

pembangunan tersebut. Agar pelaksanaan pembanguanan kota berlangsung 

secara efektif.
16

 

Monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan secara berkala guna 

memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat 

membantu percepatan penanganan permukiman kumuh. Kegiatan-kegiatan 

penggembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan msyarakat akan 

dilakukan bersamaan tahap kegiatan, termasuk mendorong perubahan 

perilaku dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar 

permukiman. 

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap 

infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk 

mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, 

produktif dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua 

maksud. Pertama, memeperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur 

dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Kedua adalah 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperkotaan melalui pencegahan 

dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan 

partisipasi pemerintah daerah. 

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program 

KOTAKU adalah: 

1. Pemetintah daerah sebagai nahkoda 

Pemerintah daerah dan pemerintah kelurahan/desa memimpin 

kegiatan penanganan permukiman kumuh secara kolaboratif dengan 

berbagai pemangku kepentingan baik sektor maupun aktor ditingkat 

pemerintah serta melibatkan masyarakat dan kelompok peduli lainnya. 

2. Perencanaan komprehensif dan berorientasi outcome (pencapaian 

tujuan program) 
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Penataan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang 

komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan tercapainya 

permukiman layak huni sesuai visi kebupaten/kota yang berkontribusi 

pada pencapaian target nasional. 

 

 

3. Singkronisasi perencanaan dan penganggaran 

Rencana penanganan permukiman kumuh merupakan produk 

Pemerintah Daerah sehingga mengacu pada visi kabupaten/kota dalam 

RPJMD. Rencana penanganan permukiman kumuh terintegrasi 

dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota dimana 

proses penyelenggaraan disesuaikan dengan siklus perencanaan dan 

penganggaran. Rencana penanganan permukiman kumuh ditingkat 

kabupaten/kota mengakomodasi rencana di tingkat masyarakat, yang 

diikuti dengan integrasi penganggaran melalui dari Pemerintah 

Provinsi, Pemkat/Pemkot hingga pemerintah Kelurahan/Desa dan 

Kecamatan.   

4. Partisipatif 

Pembangunan partisipatif dengan mendukung perencanaan dari atas 

(top-down) dan dari bawah (bottom-up) sehingga perencanaan di 

tingkat masyarakat akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

perencanaan yang lebih makro/tingkat kota. 

5. Kreatif dan Inovatif 

Prinsip kratif dalam penanganan permukiman kumuh adalah upaya 

untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam 

melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam 

penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan kesejahteraan 

bersama dan menciptakan lingkungan permukiman layak huni. 

6. Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang menjamin keberlanjutan 

program investasi KOTAKU harus memuat prinsip pembangunan 

yang berkelanjutan, sehingga dalam proses perencanaan dan 
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pelaksanaan perlu diterapkan prinsip dan prosedur tertentu yang 

mengacu pada Keranagka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial 

Program KOTAKU. 

7. Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (good governance). Prinsip 

ini menjadikan kegiatan penanganan permukiman kumuh sebagai 

pemicu dan pemacu untuk membangun kapasitas pemerintah daerah 

pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, agar mampu 

melaksanakan dan menerapkan tata kelola yang baik. 

8. Investasi penanganan permukiman kumuh disamping harus 

mendukung perkembangan kota juga harus mampu meningkatkan 

kapasitas dan daya dukung lingkungan. 

Siklus pembangunan yang dilakukan oleh KOTAKU ada 2 yaitu 

pemberdayaan sebagai penguatan dan pemberdayaan sebagai proses. 

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya 

(empowerment) atau penguatan kepada masyarakat.
17

 Keberdayaan 

masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa 

dengan masyarakat dalam pembangunan keberdayaan masyarakat yang 

bersangkutan. Karena itu pemberdayaan dapat disampikan dengan 

perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah. 

Istilah pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya dalam 

memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan 

masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan 

pilihan dan mengontrol lingkungan agar dapat memenuhi keinginan 

termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan 

pekerjaan, aktivitas sosial dan lain-lain. Oleh karena itu Worlbank 

mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan 

dan kemampuan kepada sekelompok masyarakat (miskin)untuk mampu 

dan berani bersuara (voice) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-

gagasannya, serta kemampuan dan keberanian (coice) suatu (konsep, 
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metode, produk, tindakan, dan lain-lain), yang terbaik bagi pribadi, 

keluarga dan masyarakat. Dalam kata lain pemberdayaan merupakan suatu 

proses peningkatan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. 

Sejalan dengan itu pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya 

peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marginal, terpinggirkan), 

untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhannya, pilihan-pilihannya, 

berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan 

masyarakat secara bertanggung jawab (accountable) demi perbaikan 

kehidupannya.
18

 

 

B. Penelitia Terdahulu 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka kajian terdahulu 

yang telah diteliti yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anton Alpinato di UIN SUSKA RIAU, 

tahun 2015 dengan judul “Hubungan Sanitasi Lingkungan Dengan 

Produktifitas Masyarakat di Desa Pelanduk Parit Teluk Telentang 

Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir”. Dalam penelitian Anton 

Alpianto fokus hubungan sanitasi dengan Produktifitas Masyarakat di 

Desa Pelanduk Parit Teluk Telentang Kecamatan Mandah Kabupaten 

Indragiri Hilir, dengan menggunakan metode Kuantitatif, sedangkan 

penelitian penulis tentang Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh 

(KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh di Kelurahan Rintis 

Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, dengan metode kualitatif. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rusnia di UIN SUSKA RIAU, tahun 2017 

dengan judul “Implementasi Program Penataan Lingkungan Permukiman 

Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Meningkatkan Partisipasi 

Masyarakat di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai 

Pekanbaru” dengan metode kualitatif, sedangkan penelitian penulis 

tentang Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam 

                                                             
18

 Ibid, hlm. 28 
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Mengurangi Permukiman Kumuh di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima 

Puluh Kota Pekanbaru, dengan metode kualitatif. 

3. Penelitian yang dilakukan Dewi Zulyanti, tahun 2017, tentang 

Implementasi Program KOTAKU Berbasis Masyarakat di Kelurahan 

Negri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar 

Lampung. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian 

disimpulkan bahwa peran KOTAKU melalui 4 tahap utama yaitu: 

persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Dan tahap-tahap 

ini masyarakat terlibat dalam proses peningkatan kualitas permukiman 

kumuh, sedangkan penelitian penulis tentang Implementasi Program Kota 

Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh di 

Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, dengan metode 

kualitatif. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Riski Umi Pratiwi tahun 2019, tentang 

peran fasilitator dalam penanganan kawasan kumuh Program KOTAKU 

di RW 02 Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota. Metoda 

yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif, hasil penelitian 

disimpulkan bahwa fasilitator program kurang berperan dalam 

meningkatkan kualitas kumuh dengan salah satu kendala kurang 

terlibatnya masyarakat dalam proses program perencanaan program, 

sedangkan penelitian penulis tentang Implementasi Program Kota Tanpa 

Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh di 

Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, dengan metode 

kualitatif. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pikir digunakan untuk memberikan batasan terhadap kajian 

teori yang berguna untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap 

penelitian ini, dan dijabarkan dalam bentuk nyata, karena teori masih besifat 

abstrak dan sepenuhnya masih belum dapat diukur dilapangan. Dalam 

penelitian ini peneliti mengungkapkan kerangka pikir keberhasilan 
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Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi 

Permukiman Kumuh di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota 

Pekanbaru. Dengan indikator Peningkatan pelayanan Persampahan, Jalan 

Lingkungan, Drainase, Penyediaan Air Bersih, Pengelolaan Air Limbah, dan 

Ruang Terbuka Hijau dengan menggunakan teori Geogre Charles Edward III, 

ada 4 (empat) variabel yang menetukan keberhasilan Implementasi suatu 

kebijakan yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposis, dan Struktur Birokrasi. 

Lebih rinci sebagai berikut. 

 

Gambar.2.3 

Kerangka Pikir 

  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 

Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh di Kelurahan 

Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru 

IMPLEMENTASI 

1. Komunikasi 

2. Sumberdaya 

3. Dsposisi 

4. Struktur Birokrasi 

Terimplementasinya  Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 

Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh di Kelurahab Rintias 

Kecamayan Lima Puluh Kota Pekanbaru 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menurut Jusuf adalah salah satu usaha atau proses 

untuk mencari jawaban atas suatu pertanyaan atau masalah dengan cara yang 

sabar, hati-hati, terencana sistemtis atau prinsip-prinsip mengembangkan dan 

menguji kebenaran ilmiah suatu pengetahuan.
19

 
 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah metode yang menggambarkan dan menjabarkan temuan dilapangan. 

Pendekatan penelitian kualitatif adalah “Prosedur” yang menghasilkan data 

deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati.
20

 Pendekatan penelitian menggunakan 

pendekatan penelitian deskriptif untuk menganilisis Implementasi Program 

Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh di 

Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Dengan penelitian 

dapat dilakukan dengan pengamatan yang lebih mendalam dan teliti tehadap 

objek penelitian sehingga yang didapatkan lebih akurat.  
 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kelurahan Rintis 

Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Penelitian ini akan dilakukan setelah 

melakukan seminar proposal dan mendapatkan surat izin riset. 
 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu: data primer dan data 

sekunder, sumber data primer diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan 

lokasi penelitian (lapangan) melalui pengamatan Langsung dan wawancara. 

Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dokumen-dokumen, buku-buku 

dan data-data lain yang dianggap perlu dan berguna dalam penelitian ini. 
 

                                                             
19

 Jusuf Soewadji, Pengantar Metodoogi Penelitian, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 

hlm. 12 
20

 Lexi. J Moe Leong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2000), hlm. 5 
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D. Informan Penelitian 

Tekni informan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

purposive, yang mana tenik ini ialah teknik yang digunakan oleh peneliti jika 

melakukan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan 

sampelnya.
21

 

Informan dalam penelitian ini terdiri 6 orang  dari dua kategori yakni 1 

orang informan kunci dan 5 orang informan pendukung. Adapun informan 

kunci dan informan pendukung adalah sebagai berikut: 

1. Ketua Koordinator Kota Pekanbaru (informan kunci) 

2. Fasilitator Kelurahan (informan pendukung) 

3. Ketua kelompok swadaya masyarakat, KSM Rintis (informan pendukung) 

4. Ketua RW 01, RW 02, RW 03 (informan pendukung) 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 

ialah dengan menggunakan: 

1. Observasi 

Observasi adalah aktivitas pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh 

peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan 

peneliti melalui penggunaan panca indra.
22

 Teknik observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah observasi terus terang atau observasi 

secara terbuka, dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data 

menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang 

melakukan penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan 

                                                             
21

 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 

hlm. 96 
22

 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan 

Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainya, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 133 
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atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana 

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang 

relative.
23

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah proses memperoleh data penelitian dalam 

bentuk arsip, surat-surat, catatan harian dan lain sebagainya. Sifat utama 

dari data ini tidak terbatas ruang dan waktu sehingga memberi peluang 

kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu 

silam. 

Yang dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari KOTAKU yang 

berkaitan dengan  Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh KOTAKU 

dalam Mengurangi Permukiman Kumuh di Kelurahan Rintis Kecamatan 

Lima Puluh Kota Pekanbaru, baik berupa foto kegiatan arsip dan lain 

sebagainya. 

 

F. Validitas Data 

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data yang telah 

digali, digunakan langkah-langkah untuk menguji keabsahan data atau 

kesimpulan dari hasil verivikasi diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data 

yang telah terkumpul. Teknik untuk memeriksa atau mengukur tingkat 

kredibilitas penelitian ini maka peneliti menggunakan:  

1. Ketekunan pengamatan, yaitu memusatkan diri pada persoalan yang 

dibahas dalam penelitian. Ketekunan pengamatan ini dilakukan untuk 

memahami dan mendapatkan data secara mendalam, disamping memang 

dilakukan untuk mengatasi minimnya waktu penelitian ini. Ini terutama 

dilakukan karena peneliti sudah sejak awal mengarahkan fokusnya, 

sehingga mudah untuk menghindari keberadaan subjek apakah berdusta, 

atau berpura-pura. 

2. Triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

                                                             
23

 Ibid, hlm 18 
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bahan perbandingan terhadap data itu. Pada dasarnya peneliti melakukan 

triangulasi ini dengan melakukan pengecekan data atau informasi yang 

diperoleh dilapangan, baik dengan cara membandingkan (misalnya data 

hasil pengamatan dengan hasil wawancara), membandingkan apa yang 

telah dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, 

dan seterusnya. Semakin banyak informan tentu semakin baanyak pula 

informasi yang peneliti peroleh.
24

 
 

G. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis secara deskriptif 

kualitatif. Penelitian ini akan mendiskripsikan Implementasi Program Kota 

Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh di 

Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, yaitu 

menggambarkan dan memaparkan fenomena-fenomena yang ada dan dapat 

dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.
25

 

Adapun menurut Milles & Huberman (1992) mengemukakan tiga tahap 

dalam menganilisis data penelitian kualitatif, yaitu: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan 

polanya. 

2. Paparan Data (Data Displey) 

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

3. Penarikan kesimpulan dan Verivikasi (clusoncuion drawing /verifying). 

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab 

focus penelitian berdasarkan hasil analisis data.
26

 

                                                             
24 Burhan Bunging, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 192 
25

 Suharsimi Ari Kunto, Proosedure PennelitianSuatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1998). hlm. 239 
26

 Imam Gunawan,Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). 

hlm.211 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

A. Sejarah Singkat Program KOTAKU 

 Kota layak huni, produktif dan berkelanjutan” merupakan tujuan yang 

akan dicapai melalui Program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh). 

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut dilakukan serangkaian kegiatan di 

tingkat kabupaten/kota dan tingkat kelurahan/desa. Program KOTAKU 

diterjemahkan ke dalam dua kegiatan yaitu pencegahan dan peningkatan 

kualitas permukiman permukiman kumuh perkotaan yang dilakukan melalui 

pendekatan partisipatif. Pendekatan tersebut mempertemukan perencanaan 

makro (top-down) dengan perencanaan mikro (bottom-up). Pemerintah 

kabupaten/kota memimpin keseluruhan proses kegiatan penanganan tersebut. 

Di tingkat kelurahan/desa, masyarakat bekerja bersama dengan pemerintahan 

kelurahan/desa dan kelompok peduli lainnya berpartisipasi aktif dan turut 

serta dalam seluruh proses pengambilan keputusan untuk penanganan 

permukiman kumuh di wilayahnya. Penanganan permukiman kumuh 

membutuhkan kolaborasi banyak sektor oleh banyak pihak untuk dapat 

mengerahkan beragam sumber daya dan dana dari tingkat pusat, provinsi, 

kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa, termasuk pihak swasta, perguruan 

tinggi dan kelompok peduli lainnya melalui keterpaduan program. Pemerintah 

kabupaten/kota diharapkan mampu menggalang kolaborasi tersebut dalam 

peningkatan kualitas permukiman kumuh di wilayahnya. Sebagai satu 

kesatuan sub-sistem wilayah kabupaten/kota, maka pemerintah kelurahan/desa 

bersama Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadaayaan 

Masyarakat (BKM/LKM) perlu melakukan hal yang sama secara sinergi dan 

berkolaborasi untuk merumuskan program pencegahan dan peningkatan 

kualitas permukiman di wilayahnya. Program tersebut tentunya harus 

terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Rencana Kerja 

Pembangunan (RPJM/RKP) Desa atau Rencana Strategis/Rencana Kerja 

(Renstra/Renja) Kecamatan yang dilengkapi dengan perencanaan rinci dalam 

dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman dengan kedalaman 
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Rencana Teknis. Perencanaan di tingkat kelurahan/desa tersebut tentunya 

harus terkoneksi dengan sistem perencanaan penanganan permukiman kumuh 

kab/kota dan selaras dengan perencanaan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten/kota dan merupakan penjabaran dari 

visi, misi, strategi dan rencana tahapan pelaksanaan program penanganan 

permukiman kumuh di wilayah kabupaten/kota. 

Di bawah ini diuraikan prinsip-prinsip penataan permukiman di tingkat 

kelurahan/desa: 

a. RPLP sebagai instrumen kolaborasi yaitu instrumen perencanaan tingkat 

kelurahan yang tersusun melalui proses kolaboratif yang melibatkan 

pemangku kepentingan di tingkat kelurahan maupun kota, serta disepakati 

dalam forum kolaborasi di tingkat kelurahan. RPLP memberikan ruang 

untuk para pemangku kepentingan bersama-sama menyusun rencana 

peningkatan kualitas permukiman kumuh maupun pencegahan kumuh 

baru untuk periode lima tahun. 

b. Berorientasi pada pembangunan manusia dan aktifitasnya Penataan 

permukiman mengakomodasi pembangunan manusia atau masyarakat 

penghuninya dan kegiatan yang ditimbulkan dalam bermukim. Kegiatan 

sosial, ekonomi dan lingkungan/infastruktur (SEL) dalam penataan 

lingkungan permukiman harus berorientasi pada peningkatan kualitas 

hidup masyarakat penghuninya. 

c.  Penataan permukiman berbasis komunitas Masyarakat kelurahan/desa 

merupakan salah satu pelaku utama pembangunan tingkat kelurahan/desa. 

Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk seluruh proses 

pengambilan keputusan berkaitan dengan penataan lingkungan 

permukimannya, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, operasi 

& pemeliharaan, serta keberlanjutan program. Masyarakat diikutsertakan 

untuk berpartisipasi aktif dan bekerja bersama dengan pemerintahan 

kelurahan/desa, antar pemerintah kelurahan/desa dibawah koordinasi 

pemerintah kecamatan dan kelompok peduli dalam penataan lingkungan 

permukimannya. Masyarakat bukan hanya berperan di kawasan prioritas 
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dan tingkat kelurahan/desa, namun juga berperan di tingkat 

kabupaten/kota. Partisipasi masyarakat di tingkat kelurahan/desa harus 

dikaitkan dengan kepentingan penataan permukiman antar kelurahan/desa 

dibawah koordinasi pemerintah kecamatan dan kepentingan di tingkat 

kabupaten/kota secara menyeluruh dan terpadu. 

d.  Penataan permukiman kelurahan atau desa merupakan urusan bersama 

Permukiman kelurahan atau desa merupakan bagian dan pembentuk wajah 

permukiman kabupaten/kota. Pemerintah Pusat Pemerintah daerah, 

kecamatan kelurahan/desa, BKM/LKM, kelompok peduli, serta 

masyarakat harus aktif berpartisipasi dan bekerja bersama dalam kegiatan 

penataan lingkungan permukiman tingkat kelurahan/desa tersebut, 

utamanya penanganan permukiman kumuh. Demikian pula sebaliknya, 

penataan permukiman tingkat kelurahan/desa atau antar kelurahan/desa 

merupakan bagian dari penataan permukiman tingkat kabupaten/kota. 

Seluruh proses kegiatan penataan permukiman yang melibatkan pelaku 

tingkat kelurahan/desa perlu memperhatikan kepentingan yang lebih luas 

dari sekedar kelurahan/desanya, yaitu kepentingan wilayah sekitar (antar 

kelurahan/desa dibawah koordinasi kecamatan) termasuk kepentingan 

kota/kabupaten. 

e. RPLP terkonsolidasi dengan RP2KPKP RPLP disusun dengan 

mempertimbangkan sinkronisasi/keterpaduan dengan RP2KPKP, rencana 

sektoral, maupun rencana tingkat kota lainnya yang disusun dalam rangka 

peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan munculnya kawasan 

permukiman kumuh baru. Keterpaduan RPLP dengan RP2KPKP antara 

lain terefleksikan dalam keterpaduan data, peta, scenario perencanaan, 

konsep pengembangan, maupun program-program dalam rencana aksinya. 

f.  Sinergi program dalam penataan permukiman Kelurahan/Desa Program-

program sektoral dalam penataan permukiman di wilayah kelurahan/desa 

yang telah disepakati di tingkat pemerintah pusat, provinsi, 

kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa perlu dilakukan upaya 

sinkronisasi/keterpaduan program dalam rangka peningkatan kualitas 
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permukiman dan pencegahan munculnya kawasan permukiman kumuh 

baru. Dokumen perencanaan RPLP dengan kedalaman rencana teknis yang 

telah menjadi satu kesatuan dengan RPJM & RKP Desa dan Renstra 

kecamatan, didayagunakan sebagai media sinkronisasi/keterpaduan 

program sektoral tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, 

kecamatan dan kelurahan/desa.  

g. Berkeadilan dan berpihak pada yang terabaikan/terpinggirkan Penataan 

Permukiman untuk seluruh wilayah kelurahan/desa. Prioritas penanganan 

permukiman kumuh dilakukan sebagai bagian dalam penataan 

permukiman. Prioritas dilakukan dengan memperhatikan prinsip 

berkeadilan, berpihak pada yang terabaikan/terpinggirkan (marginal), serta 

memperhatikan kelompok rentan/disabilitas. Misalnya saat seleksi dan 

penentuan lokasi prioritas penanganan permukiman kumuh dilakukan 

berdasarkan kriteria kebutuhan dan bukan prinsip pemerataan dengan bagi 

rata program. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, 

anak dan pemuda harus dilibatkan dalam seluruh proses pengambilan 

keputusan penataan Permukiman, terutama mereka yang tinggal di 

Permukiman kumuh.  

h.  Bijaksana memanfaatan sumber daya yang memperhatikan masa depan 

Penataan lingkungan permukiman bukan hanya untuk menjawab persoalan 

yang ada saat ini (problem solving), namun juga untuk merencanakan agar 

masa depan lingkungan permukiman layak huni secara berkelanjutan 

(visioner). Beragam sumber daya perlu baik yang ada saat ini maupun di 

masa yang datang perlu dikelola secara bijaksana dengan terus 

menumbuhkan iklim kreatifitas agar tumbuh beragam inovasi dalam 

penataan permukiman yang layak huni tersebut. 

i.   Optimalisasi swadaya masyarakat dan relawan Masyarakat berhak dan 

bertanggung jawab berpartisipasi dalam penataan permukimannya. Rasa 

memiliki terhadap permukimannya perlu terus dibangun secara menerus 

agar dapat menggalang swadaya dan relawan masyarakat. Membangun 
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dari dalam masyarakat dikedepankan dalam seluruh proses kegiatan 

program KOTAKU. 

Ketentuan penyelenggaraan yang telah diatur dalam pedoman umum 

KOTAKU, yang  harus diterapkan diantaranya: 

a.  Adanya komitmen pemerintahan kelurahan/desa/kecamatan, masyarakat, 

dan BKM/LKM untuk mensinergikan program dan kegiatan prioritas 

penanganan permukiman kumuh dalam RPJM/RKP Desa, Renstra/Renja 

Kecamatan dan dengan perencanaan tingkat kabupaten/kota. 

b.  Kelembagaan BKM/LKM yang berfungsi dengan baik. 

c.  Pemerintah kelurahan/desa bersama BKM/LKM memfungsikan Tim Inti 

Perencanaan Partisipatif (TIPP) yang sudah ada atau membentuk TIPP 

baru untuk memfasilitasi perencanaan penanganan permukiman kumuh di 

bawah koordinasi Pokja PKP kabupaten/kota. 

d.  Perencanaan berorientasi pada pencapaian visi (dengan segala kendala dan 

potensi yang dimiliki), bukan hanya pemecahan masalah penanganan 

permukiman kumuh yang ada saat ini. 

e.  Bagi kelurahan/desa yang termasuk dalam kategori kumuh, kegiatan 

penanganan permukiman kumuh harus menjawab kebutuhan dasar 

masyarakat berpenghasilan rendah, seperti peningkatan kualitas pelayanan 

lingkungan, sarana dan prasarana serta kebutuhan untuk penghidupan yang 

berkelanjutan. 

f.  Melibatkan masyarakat lokasi sasaran sebagai pelaku utama dalam proses 

pengambilan keputusan di setiap tahapan pembangunan partisipatif mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan/pengelolaan dan 

pemeliharaan. 

g.  Sinkronisasi/Keterpaduan RPLP dengan rencana di tingkat kelurahan 

maupun rencana di tingkat kota yang disusun dalam rangka peningkatan 

kualitas permukiman dan pencegahan munculnya kawasan permukiman 

kumuh baru. 
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B. Sejarah Singkat Kelurahan Rintis 

 Sejarah Nama Kelurahan Rintis diberikan sejak Pada Zaman Jepang 

tepatnya pada tahun 1940 dimana pada zaman tersebut terkenal dengan 

pekerja Romusa. (Kerja Paksa pada zaman pendudukan Jepang),  Pekerja-

pekerja Romusa ini dipekerjakan dengan paksa oleh penjajah Jepang untuk 

membuka dengan merintis hutan guna membuat rel-rel kereta api sebagai 

sarana transportasi  pada masa itu. Sejak saat itu daerah yang dibuka tersebut 

diberi nama kampong Rintis dan dalam perkembanganya sekarang ini  telah 

menjadi Kelurahan Rintis.( sumber data Abdul Muthalib Tokoh Masyarakat 

Rintis ). 

Kelurahan Rintis merupakan bagian dan termasuk di dalam wilayah 

Kecamatan Limapuluh, yang mana Kecamatan Limapuluh tersebut terdiri dari 

empat Keluarhan yaitu  Kelurahan Rintis, Kelurahan Sekip, Kelurahan 

Tanjung Rhu dan Kelurahan Pesisir,. 

 Kelurahan Rintis terletak di Jl, Sultan Syarif Qasim No. 128 dan 

Luas Wilyah Kelurahan Rintis 6,8 KM2, Adapun Batas Wilayah Utara 

berbatasan dengan Kelurahan Pesisir, Selatan berbatasan dengan Kelurahan 

Kota tingggi sedangkan Timur berbatasan dengan Kelurahan Sekip, dan Barat 

dengan Senapelan. Adapun. 

1. Visi Misi Kelurahan Rintis 

Visi Kelurahan Rintis : MENJADIKAN KELURAHAN RINTIS 

SEBAGAI PUSAT KEGIATAN PEREKONOMIAN RAKYAT, PUSAT 

PERDAGANGAN DAN JASA, SERTA MENUJU KELURAHAN 

RINTIS YANG SEJAHTERA YANG BERNUANSAKAN AGAMIS. 

Misi Kelurahan Rintis  : 

a. Memberikan Pelayanan Secara Baik Dan Tepat Waktu 

b. Memberikan Informasi Dan Komunikasi Secara Transparan. 

c. Menciptakan Hubungan Yang Harmonis Antar Agama, Suku Dan 

Etnis. 

d. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. 

2. Letak  dan Geografis Kelurahan Rintis 
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Batas Wilayah, Luas wilayah  dan  Jarak ke Pusat Pemerintahan dan 

ObjekVital Lainnya dapat dilllihat pada table berikut : 

Tabel 4.1 

Batas Wilayah Kelurahan Rintis 

 
 

 

 

 

 

Tabel 4.2 

Luas Wilayah Kelurahan Rintis Menurut Jenis Penggunaan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.3 

Jarak Kepusat Pemerintahan 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.4 

Jarak Ke Objek-Objek Vital 

NO BATAS KELURAHAN KECAMATAN 

1 Utara Pesisir Limapuluh 

2 Selatan Kota Tinggi Pekanbaru Kota 

3 Timur Sekip Limapuluh 

4 Barat Senapelan Senapelan 

NO JENIS PENGGUNAAN TANAH LUAS 

1 Bangunan dan Pekarangan 53,00 

2 Tanah Kering 7,00 

3 Lainnya 8,00 

Jumlah 68,00 

NO NAMA TEMPAT KM 

1 Kantor Kecamatan limapuluh 0,3 

2 Kantor Walikota Pekanbaru 2,3 

3 Kantor Gubernur Propinsi Riau 2,0 

NO NAMA TEMPAT KM 

1 Sungai Siak 0,5 

2 Hutan Kota 1,5 
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3. S

t

ruktur Pemerintahan  Kelurahan Rintis 

Kelurahan merupakan unit terkecil dari system Pemerintahan di 

Negara kita, yang  mana dalam hal ini Kelurahan Rintis  di Pimpin Oleh 

Seorang Lurah yang merupakan Pejabat Pemerintah. Didalam 

Menjalankan Tugas-tugas Pemerintahan pada tingkat Kelurahan, Lurah 

dibantu Oleh Pegawai Kelurahan dan pada Tingkat Kemasyarakatan Lurah 

dibantu oleh Ketua RW dan Ketua RT yang langsung dipilih Oleh 

Msyarakat. 
 

Tabel 4.5 

Struktur Pemerintahan Kelurahan Rintis  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kependudukan 

Kependudukan di Kelurahan Rintis dapat dilihat dari beberapa 

Aspek yaitu, jumlah penduduk menurut  tingkat kepadatan penduduk,  

jenis Kelamin, Kelompok Umur, Status Pendidikan,  Kewarganegaraan,  

Rumah Tangga dan Rata-rat Jiwa, Kelahiran dan kematian,  menurut  yang 

datang dan pindah, menurut suku bangsa, jenis pendidikan, status 

3 Pasar Pusat 1,0 

4 Bandahara SSK II 5,0 

5 Terminal Akap 6,0 

6 Pelabuhan Sungai Duku 2,5 

NO APARAT PEMERINTAHAN JUMLAH 

1 Lurah 1 

2 Sekretaris Lurah 1 

3 Pegawai Kelurahan 4 

4 THL 2 

5 Rukun Warga 8 

6 Rukun Tetangga 29 
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pekerjaan dan lapangan pekerjaan, hal ini dapat di lihat pada Table berikut 

ini. 

 

Tabel 4.6 

Jumlah Penduduk Menurut tingkat Kepadatan Tahun 2019 
 

NO TINGKAT KEPADATAN JUMLAH 

1 Luas Wilayah 0,68 (KM2) 

2 Luas Bangunan  192 M2 

3 Jumlah Penduduk 8.249 Jiwa 

 

Tabel 4.7 

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 
 

NO JENIS KELAMIN PENDUDUK 

1 Laki – Laki 4.144 Jiwa 

2 Perempuan 4.105 Jiwa 

Total 8.249 Jiwa 

 

Tabel 4.8 

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2019 
 

NO KELOMPOK UMUR 
PENDUDUK 

1 0 – 4 Tahun 736 Jiwa 

2 5 Tahun 194 Jiwa 

3 6 Tahun 137 Jiwa 

4 7 – 12 Tahun 723 Jiwa 

5 13 -15 Tahun 417 Jiwa 

6 16 Tahun 184 Jiwa 

7 17 Tahun 235 Jiwa 

8  18 Tahun 141 Jiwa 
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9 19 – 24 Tahun 1.176 Jiwa 

10 24 Tahun Keatas 4.306 Jiwa 

Total 8.249 Jiwa 

 

Tabel 4.9 

Jumlah Penduduk Menurut Status Kewarganegaraan Tahun 2019 
 

NO STATUS KEWARGANEGARAAN PENDUDUK 

1 Warga Negara Indonesia 8.249 Jiwa 

2 Warga Negara Asing 0 Jiwa 

Total 8.249 Jiwa 

 

Tabel 4.10 

Jumlah Penduduk 

Menurut Rata-Rata JiwaPer Rumah Tangga Tahun 2019 
 

 

T

a

b

e

l

 

4.11 

Jumlah Penduduk 

Menurut Tingkat Kelahiran dan Kematian Tahun 2019 
 

 

NO 

 JENIS KELAMIN  

JUMLAH 
KETERANGAN LAKI-LAKI PEREMPUAN 

 1 Kelahiran 54 43 97 

2 Kematian 26 27 53 

Total 150 

 

Tabel 4.12 

.Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa Tahun 2019 
 

NO SUKU BANGSA JUMLAH/JIWA 

NO KETERANGAN JUMLAH 

1 Jumlah Penduduk 8.249 Jiwa 

2 Jumlah Rumah Tangga 1.439 Rumah Tangga 

3 Rata-Rata Jiwa Per Rumah Tangga 4 Jiwa 
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1 Melayu 1.915 

2 Jawa 1.465 

3 Minang 2.246 

4 Batak 552 

5 Sunda 151 

6 Banjar 14 

7 Bugis 11 

8 Flores 8 

9 Lainnya (China) 1.887 

10 WNA - 

Total 8.249 Jiwa 

 

Tabel 4.13 

Jumlah Penduduk Menurut Status Pekerjaan 
 

NO STATUS PEKERJAAN JUMLAH/JIWA 

1 Bekerja 1.232 

2 Mencari Pekerjaan 256 

3 Sekolah 5901 

4 Lainnya 860 

TOTAL 8.249 

 

Tabel 4.14 

Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan 
 

NO JENIS PEKERJAAN JUMLAH/JIWA 

1 Perkebunan 52 

2 Industri Pengolahan 159 

3 Perdagangan 2.619 
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4 Jasa 1.238 

5 Angkutan 169 

6 Lainnya 728 

 

5. Pendidikan 

 Sektor Pendidikan  merupakan jembatan menuju masyarakat  yang 

sejahtera, dengan pendidikan yang cukup dan memadai nantinya akan 

berpengaruhi tingkat perekonimian dari masyarakat. Di  antara Kelurahan 

yang ada di Keacamatan limapuluh, Kelurahan Rintis merupakan Sentra 

Pendidikan ini terbukti dengan adanya berbagai sarana pendidikan  dan 

Jumlah Tenaga Pendidik dan anak  yang Berkolah,  hal ini dapat dilihat 

dara table sebagai berikut : 
 

Tabel 4.16 

Jumlah Sekolah yang ada di Kelurahan Rintis 
 

NO JENIS PENDIDIKAN SEKOLAH 

1 Taman Kanak-Kanak 
3 

2 Sekolah Dasar 
5 

3 SLTP 
5 

4 SMU  
2 

5 SMK Kejuruan 
1 

TOTAL 
16 

 

6. Agama 

 Masyarakat yang ada di Kelurahan Rintis, merupakan Masyarakat 

yang majemuk  dan agamis, ini dapat dilihat dari adanya berbagai agama 

dan rumah-rumah ibadah yang ada di Kelurahan Rintis. 
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Tabel 4.17 

Pemeluk Agama yang ada di Kelurahan Rintis 
 

 

T

a

b

e

l

 

4
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1
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e

m
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a

t

 

I

badah Yang ada Di Kelurahan Rintis 
 

7. Kesehatan 

Didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, ini artinya 

bahwa satiap indivudu-individu sedapatnya menjaga kesehatan, Dalam 

kontek ini Kelurahan Rintis selalu mendukung dan memacu untuk 

memayarakatkan Kesahatan yang ada di Kelurahan Rintis,. Adapun Sarana 

Kesehatan, Tenaga Kesehatan,  Peserta Keluarga berencana   Penggunaan 

Sumber Air dan Pengunaan Jamban yang ada di Kelurahan Rintis dapat 

dilihat pada Table Berikut: 
 

Tabel 4.19 

Sarana Kesehatan di Kelurahan Rintis 
 

NO SARANA KESEHATAN 
JUMLAH 

1 Politehnik 
1 

2 Puskesmas Pembantu 
1 

3 Rumah Sakit Bersalin 
2 

NO PEMELUK AGAMA JUMLAH/JIWA 

1 Islam 
5.858 

2 Katolik 
251 

3 Protestan 
522 

4 Hindu 
4 

5 Budha 
1.614 

6 Lainnya 
- 

TOTAL 
8.249 

NO Tempat Ibadah Jumlah 

1 Mesjid 5 

2 Mushalla 5 

TOTAL 10 
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4 Praktek Dokter 
12 

5 Pos KB 
1 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai 

Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi 

Permukiman Kumuh Di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota 

Pekanbaru, peneliti dapat menarik kesimpulan dan saran dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap Program 

Kotaku Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang diimplementasikan di Kelurahan 

Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru pada tahun 2019, bahwa 

pelaksanaan Program KOTAKU telah berjalan sesuai dengan yang 

direncanakan, dengan program yang telah di persiapkan seperti pembuatan 

jalan lingkungan, air bersih, drainase, air limbah, persampahan dan ruang 

terbuka hijau. Namun terdapat program yang tidak berjalan dengan baik 

seperti penyediaan tempat sampah yang tidak memadai. namun komunikasi 

antara fasilator KOTAKU dengan masyarakat terjalin dengan baik, baik itu 

dari kegiatan sosialisasi dengan masyarakat, sumberdaya yang memadai serta 

dukungan dari masyarakat dalam pengimplementasian program KOTAKU 

dan struktur birokrasi yang sesuai dengan acuan yang sudah ditetapkan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitin ini, peneliti dapat memberikan saran mengenai 

Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi 

Permukiman Kumuh di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota 

Pekanbaru. 

1. Diharapkan selalu membangun kolaborasi yang baik antara Tim 

Fasilitator Kelurahan dengan pihak kelurahan, Lembaga Keswadayaan 

Masyarakat (LKM) serta masyarakat ikut berpartisipasi dengan untuk 

sama-sama membangun kawasan yang bersih dan bebas dari kumuh. 
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2. Diharapkan adanya evaluasi program yang sudah terlaksana untuk 

peningkatan program kedepannya  sehingga program-program yang 

terlakasana mampu terealisasi dengan baik sesuai dengan harapan 

masyarakat. 
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Lampiran 1 

Lembaran Wawancara 

 

Nama : 

Hari/Tanggal : 

Jabatan : 

Lokasi : 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang 

terdapat dalam sampel peneitian seperti yang tercantum, adapun pertanyaannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja program KOTAKU yang dilaksanakan di Kelurahan Rintis ? 

2. Sebelum pelaksanaan pembangunan dilaksanakan, Apakan ada sosialisasi 

sebelumnya kepada masyarakat ? 

3. Bagaimana Fasilitator memberikan informasi/pemahaman ksepada 

masyarakat tentang pembangunan yang akan dilaksanakan ? 

4. Apakah masyarakatnya bisa bekerjasama dengan fasilitator ? 

5. Bagaimana cara menetukan titik pembangunan yang akan dilaksanakan di 

Kelurahan Rintis ? 

6. Apakah masyarakat ikut terlibat dalam menentukan titik pembagunan yang 

dilaksanakan dan pembagunan apa saja yang akan dilaksanakan ? 

7. Apakah ada fasilitas yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan 

pembangunan ? 

8. Bagaimana fasilitator memilih dan menetukan pelaksana pembangunan 

yang akan dilaksanakan ? 

9. Apakah dari sumber daya manusia dan sumber daya alamnya mendukung 

terhadapa pembangunan yang akan dilaksanakan ? 

10. Apakah pembanguna yang dilaksanakan berjalan dengan baik ? 

11. Bagaimana kebijakan SOP dalam pelaksanaan pembangunan ? 



  

12. Dari pembangunan yang dilaksanakan, Apakah sesuai dengan SOP  

KOTAKU ? 

13. Dari program pembagunan yang sudah ditetapkan sudah telaksana sesuai 

dengan target yang ditentukan ? 

14. Apakan pembagunan yang dilaksankan oleh masyarakat berhasil 

dilaksanakan, ? 

15. Dari semua hasil pembagunan yang dilaksankan, apakah sesuai dengan 

standar SOP dan mampu mengurangi permukiman kumuh di kelurahan 

Rintis ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Lampiran 2 

Lembaran Observasi 

 

Hari/Tanggal : 

Objek Observasi : 

Tempat Penelitian : 

 

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati 

Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi 

Permukiman Kumuh Di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota 

Pekanbaru. 

A. Tujuan 

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai Implementasi 

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman 

Kumuh Di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. 

B. Aspek yang diamati 

Mengamati secara langsung program dan kegiatan yang berhubungan 

dengan Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam 

Mengurangi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima 

Puluh Kota Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Lampiran 3 

Lembaran Dokumentasi 

 

Dalam dokumentasi yang dilakukan guna untuk mendapatkan data yang 

diperlukan untuk melengkapi data-data penelitian Implementasi Program Kota 

Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh Di 

Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, yaitu: 

1. Mengumpulkan arsip-arsip dari program dan kegiatan Implementasi Program 

Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh Di 

Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru yang berhubungan 

dengan permasalahan peneliti. 

2. Mengumpulkan poto-poto hasil wawancara dengan informan di Kelurahan 

Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Lampiran 4 

Lembaran Dokumentasi 

 

Gambar 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi kegiatan sosialisasi 

Di Kantor Lurah Rintis Jl. Sultan Syarif Qasim Gg. Keluarga 

 

Gambar 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi hasil program pembangunan jalan lingkungan 

Jl. Sultan Syarif Qasim Gg. Keluarga 



  

Gambar 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi Kegiatan Pemeliharaan Drainase 

Jl. Nurul Ikhsan 

 

Gambar 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi hasil program ruang terbuka hijau 

Jl. Hasanudin Gg. Keluarga 

 



  

Gambar 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi hasil program Air Bersih dan Air Limbah/MCK 

Jl. Pelita Gg Budi 2 dan Gg. Budi 4 



  



  



  



  



  



 



BIOGRAFI PENULIS 

SYARWAN HAMID lahir di Korabaru Reteh Kecamatan 

Keritang pada tanggal 09 November 1997. Peneliti merupakan 

anak pertama dari empat bersaudara dari bapak H. Sulaiman 

dan ibu Hj Nursiah. Peneliti memulai pendidikan di SDN 018 

Seb. Pebenaan  pada tahun 2005 dan tamat 2011, kemudian 

ditahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di MTS 

An-Nuur Seb. Pebenaan dan tamat pada tahun 2013. Setelah 

tamat SMP, peneliti melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Keritang  dan  tamat 

pada tahun 2016. Dan pada tahun yang sama, peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa 

di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam  dan menyelesaikan 

pendidikan strata satu (S1) pada tahun 2023 dan mendapatkan gelar sarjana  

(S.Sos). 

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, 

peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga 

dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif 

bagi dunia pendidikan. 

Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas 

terselesaikannya skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA 

TANPA KUMUH (KOTAKU) DALAM MENGURANGI PERMUKIMAN 

KUMUH DI KELURAHAN RINTIS KECAMTAN LIMA PULUH KOTA 

PEKANBARU”. 

 


